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PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR /& TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTCR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TENGAH

a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelayanan
pemerintahan dan pembangunan Kabupaten
Lampung Tengah oleh aparatur pemerintah daerah
dalam bentuk memfasilitasi pertemuan atau rapat-
rapat antara pemerintah daerah dengan pemerintah
pusat, para tokoh masyarakat di Jawa dan para
investor maka perlu disediakan Kantor Perwakilan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah di
Jakarta;

b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a di atas
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Pembentukan Kantor Perwakilan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah di
Jakarta;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)
sebagai Undang-Undang  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821j;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679) ;



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DI JAKARTA

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung Tengah;

5. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Lampung Tengah;

6. Penanggung jawab Kantor Perwakilan Pemerintah
Daerah yang selanjutnya disebut penanggung jawab
adalah unit kerja yang diserahi tugas untuk
melaksanakan  pengelolaan, pengawasan dan
pengendalian bangunan gedung;



7. Petugas pengelola Kantor Perwakilan Pemerintah
Daerah yang selanjutnya disebut petugas adalah
pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu
untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas
dan fungsi serta berada dibawah pengawasan

penanggung jawab.
BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kantor
Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung
Tengah;

(2) Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Jakarta.

BAB III
FUNGSI
Pasal 3

Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi untuk :

a. Memfasilitasi hubungan Pemerintah Daerah dengan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya,
lembaga-lembaga pemerintah dan swasta lain, tokoh-
tokoh masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dan
investor di Jakarta.

b. Memfasilitasi upaya-upaya promosi daerah dalam
rangka meningkatkan daya saing daerah dan minat
investor ke daerah.

c. Memfasilitasi pengembangan budaya dan kesenian
daerah.

BAB IV
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 4

Penanggung jawab pengelolaan Kantor Perwakilkan
Pemerintah Daerah adalah Bagian Umum.

BABV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Kantor Perwakilan Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1)

terdiri dari koordinator yang secara teknis operasional
membawahi :

a. Petugas Urusan Administrasi;

b. Petugas Urusan Keamanan dan Kebersihan.



Diundangkan di Gunung Sugih

pada tanggal

(2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pejabat non struktural yang berada dibawah
sub bagian Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat
Daerah.

(3) Koordinator dan Petugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan tunjangan sesuai peraturan
perundang-undangan yang  ditetapkan  dengan
Keputusan Bupati.

(4) Bagan Struktur Kantor Perwakilan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung
Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal (0 Mare+ 2017

BUPATI LAMPUNG TENG.

MUSTAFA

/0 Mmare+ 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH




Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : /0 Tahun 2017
Tanggal : /0 Maret  Tahun 2017

T

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DI JAKARTA

KEPALA BAGIAN UMUM
KASUBBAG RUMAH TANGGA
KOORDINATOR

PETUGAS URUSAN PETUGAS URUSAN
ADMINISTRASI KEAMANAN DAN
KEBERSIHAN

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSTAFA
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